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Nr, 4, 1953 PENIMBUNAN, BARANG-BARANG, Undang-undang
Nr 1 tahun 1963, tentang penetapan Undang-undang
Darurat tentang penimbunan barang-barang (Undang=-
ungang Darurat Nr 17 tahun 1951) sebagal Undang=-
undang,

Presiden Republik Indonesla,
Menimbang 3

a, bahya Pemerintah berdsarkan pasal 96 dan pasal 142
Undang-undang Dasar Semenpara Republik Indonesia menganggap
perlu dan telah menetapkan, ,Undang-undang Darurat tentang Pe-
ainbunan Barang-barang :: {Undang-undang Darurat Nr 17 tahun

- 1951 tertanggal 16 September 1951);

be bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Republik Indonesia
menjetudiui 1sl Undang-undang Darurat itu dengan beberapa Re-
rubshap dan tambahan jang dimadjukan oleh Pemerintah dan oleh
Dewan ~erwakilan Rakjat tersebuty

ﬁr-:ngingnt pasal 97 dan pasal 89 Undange=undang Dasar Sementara
Republik Indonesiaj

Dengan persetudjuans Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Republik
Ind onesiag

Memutuskansig
Pa_rtamaa Mentjabuts

a; Hamsterordonmantie Suilker 1949 (Staatsblad 1949 Nr 340;;

b, Hmmsterorddnantie Koffie 1949 (Staatsblad 1949 Nr 416 )j

¢e Undang=undang Republik Indonesis 1948 Nr 29 tentang ba=-
rang~barang penting (peraturan tentang pembergntasan pe=
nézgumn barang~barang penting) tertanggal 3 “eptember
1 H "

d, segala ggratura R-peraturan lainnja mengenal penimbunan

barang=-barang jang bertentangan dengan Undang-undang ini,
Kedua 3 Menetapkans

2963, » 4
Undang-undang tentang penetapan ,, Undang-undang Darurat mengenai
penimbunan Barang-barangss (Undang-undang Darurat Nr 17 tahun
1951 tertanggal 16 Scptember 1951 ) sebagal Undang-undang,
PASAZR 1,

Peraturan~-peraturan termaktub dalam Undang-undang Darurat
tersebut dirubah/ditambsh,sehingga berbunji,sebagal berikuts

Pasal 1,
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Pasal 1,

Dalam Undang-undang inil dan dalam peraturan-peraturan
pglaksanaannja, jang dimaksud dengan

a, menteris menterl jang mengurus soal-seal perekonomiang
b, barang-barang jang bergerak;
¢, barang dalam pangawasals barang=barang jang menurut
" Undang=-undang ini berada dalam pengawasan Pemerintahj
d, mempunjal simpanan:t menimpan atad mcnguasal langsung
: atau tldak langsung baik untulk sendiri,msupun untuk orang
~ lain atau bersama=-sama dengan orang Lqin
e, badan hukums tiagaperusahaan atau perserean,perserikatan
atau jajasan, dalam artl jang seluas-luasnja djuga djika
kedudukan sebagail badan-hukum itu balk dengan djalan hukum
ataupun berdasarkan kenjataan tidak diberikan kepadanja,

Pasal 2,

1, Olel} Menterl dopat ditundjuk untuk kepentingan persédiaan
barang jang teratur barang-barang jang tertentu,sehagai barang=-
barang dalam pengawasan,

2e Dilarang mempunjai persediamm barang dalam pehgawasan
dengan tiada surat 1dzin oleh Menteri atau instansl jang ditun-
djuk olehnja sedjumlah jang lebih besar darl pada djumlah jang
ditetapkan pada waktu penundjukan barang itu sebagal barang dalam
pengawasan

3. Beriakunja peraturan-peraturan larangan ini dapat dibatasi
dalam daerah~daerah tertentu,

4, Menteri berhak menetapkan,bahwa untulk pemberian surat
idzin termaksud dalam ajat 2 pasal ini dipungut retributie seting
ginja tiga perseribu dari harga barang-barang,

5, Menteri menetapkan tjara diumumkannja penundjulkan sebagail
barangebarang dalam pengawasan menurut Undang=-undang ini,-

Pasal 3,

1, Oleh Menterl atau pegawal jang dikuasakam olehnja dapat
diberikan pegund juk tentamg pembelian, peninbunal,gendjualan,pa-
ngangkutan,penjerahan ddn tjara megusahakannja,terhadap barange
barang "dalam pengawasan,

2, Oleh Menterl atau pegawal jang dlkuasakan olshnja dapat
diberikan peraturan-peraturan terhadap administrasi barang=barang
dalam pengawasan, S 4ﬁ

asal 4,

1, Oleh Menteri atau gegawai jang dikuasakan olehnja dapat
diberikan pembebasan terhadap larangan jang dimaksud dalam pasal
2 Undang-undang ini, i

2, Pada pembebasan ini dapat dihubungkan sjarat-sjarat,

a3 Pasal 5,

1, Pelanggaran jang dilaskukan dengan sengadja terhadap pera=
turan~peraturan jang dikeluarkan berdasarkan pasal 2,3 dan 4 Un=
dang-undang inil, termasuk mcntjoba atau ikut melakukan pelanggaran
itu, dihukum dengan hukuman-pendjara setinggl tingginja 6 tahun
dan hukuman-denda sebdnjak-banjak seratus ribu rupiah,atau salsh
satu dari hukuman ini,

2o Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal
2, 3 atau 4 Undang=undang ini, termasuk mentjoba atau ikut melaku~
kan pelanggaran itu, difulkum dengan hulcuman-peid jara_setiaggl-ting
nja 1 tahun dan hukumam-denda sebanjak~-banja

adanl wdYal aadia: BAaewid Yeuriiw s A wid

nja seratus ribu rupi
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a, menterii menterl jang mengurus soal-soal perekonomiang

b, barang-barang jang bergerak;

¢, barang dalam pengawasams barang=barang jang menurut

" Undang=undang inl berada dalam pcngawasan Pemerintahjg

d, mempunjal simpanant menimpan atai meniunsai langsung

: atau tldak langsung baik untuk sendiri,msupun untuk orang

~ laln atau bersama-sama dengan orang lain;

e, badan hulkums tiagaperusahnan atau perserean,perserikatan
atau jajJasan, dalam artl jang seluas-luasnja djuga djika
kedudukan sebagail badan~-hukum itu baik dengan djalanm hukum
ataupun berdasarkan kenjataan tidak diberikan kepadanja,

Pasal 2,

1, Olel Menteri dapat ditundjuk untuk kepentingan perséddisan
barang jang teratur barang-barang jang tertentu,sebagail barang=-
barang dalam pengawasan,

2, Dilarang mempunjail persediamm barang dalam gengawasan
dengan tiada surat 1dzin oleh Menterl atau instansl jang ditune
djuk olehnja sedjumlah Jang lebih besar darl pada djumlah jang
ditetapkan pada waktu penundjukan barang 1tu sebagal barang dalam
pengayasan,

3, Berlakunja gératuranpperaturan larangan ini dapat dibatasi
dalam daerah-daerah tertentu,

4, Menterl berhak menetapkanm,bahwa untuk pemberian surat
ildzin termaksud dalam ajat 2 pasal ini dipungut retributie seting-
ginja tiga perseribmu dari harga barang-barang,

5, Menteri menetapkan tjara diumumkannja pemundjukan sebagal
barangebarang dalam pengawasan menurut Undang-undang ini,-

Pasal 3,

1, Oleh Menteri atau pegawal jang dikuasakan olehnja dapat
diberikan pefund juk tentamng pembelian, peninhunal,genﬂjualal,pe-
ngangkutan,penjerahan ddn tjara megusahakannja,terhadap barange
barang ‘dalam pengawasan,

2o Oleh Mesnteri stau pegawal jang dikuasakan olehnja dapat
diberikan peraturan-peraturan terhadap administrasi barang=barang
dalam pengawasan, _—— 47

asal 4,

1, Oleh Menteri atam E:gauai jang dikuasakan olehnja dapat
diberikan pembebasan terhadap larangan jang dimaksud dalam pasal
2 Undang=-undang ini, '

2, Pada pembebasan ini dapat dihubungkan sjarat-sjarat,

Pasal 5,

1, Pelanggaran jang dilakukan dengan sengadja terhadap pera=
turan~-peraturan jang dikeluarkan berdasarkan pasal 2,3 dan 4 Un=
dang-undang 1lni, termasuk mentjoba atau ikut melakukan pelanggaran
itu, dihukum dengan hukuman-pendjara setinggi tingginja 6 tahun
dan hukuman-denda sebdnjak~banjak seratus ribu rupiah,atau salah
satu dari hukuman ini,

2, Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal
2, 3 atau 4 Undang=undang ini, termasuk mentjeba atau ikut melaku=
kan pelanggaran itu, dijukum éengan hnkunanjgenﬂjara setinggl~tingg
nja 1 tahun dan hukumam-denda gsebanjak-banja
atau sglah satu dari kuman ini,

38, Perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan ajat 1 pasal ini
adalah kedjaBatan,perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan ajat 2
pasal ini adalah pelanggaran,

Pasal 6,=

nja seratus ribu rupis
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Pasal 6,~

1, Barang-barang dengan mana atgu terhadap mana %telah dilakukan
perbuatan» jang boleh dihukum menurut pasal § Undang-undang inf,dapat
dirampas beserta alat pembungkusnja, djuga bllamana barang-barang ter=-
sebut bukan milik jang dihukum,

2, Hak untuk mendjalankan rampasan itu tidak hilang dengan megstinjas
jang dihukunm, ;

Pasal 7.~

1, Barang-barang terhadap mana perampasan dapat diperintahypada
waktu disita boleh d sal pula oleh pegawal jang berkuasa,jang di-
tundjuk oleh Menteri,7entang penguasaan inil ia memberi tahu kepada Men
teri, dan seketlka mejerahkan barang=barang itu kepada pemakai,ketjual
ap ablla lMenterl memberi pentundjuk lain terhadap barang taraeéut.

2¢ Djiks barang-barang, Jang menurut ajat 1 g:sal indi dlkugsal,tere
njata kemudian tidak dihukum-rampas,maka jang berhak dapat menunéut un
tuk mendapat penggantlan keruglan,jang djumlahnja dimana perlu ditentu
k?nfoleh akim,jang memeriksa perkara atau jang berhak untuk memeriksa
nja,

Pasal 8,

Dalam menghukum berkenaan dengan suatu perbuatan jang boleh die
hukum meaurut paeal & Undang=-undang ini,selandjutnja dapat dikenskan
hukusan tambahan dan tindakan~tindakan seperti dibawah ini,

_' _Pasal-8y
a. pengumuman keputusan “akim tenvang perbuatan ituj
be kewadjlban untuk membajar sedjumlah uang-djaminan paling banjak
seratus ribu rupiah, "
: asal 9,

1, Uang=djaminan itu atas -tuntutan Kedjaksaan dapat dirampas semuan]
atan sebagiannja oleh Hakim, jang diwadjibkan pembajaran vang=djaminan
ituy bllamana jang lmbiiskan dihukum dalam masa pertjobaan setinggletin
ginia tiga tahun jang ditetapkan dalam keputusan Hakim itu,berulang
?eiakukan suatu perbuatan jang boleh dih berdasarkan Undang=-undang

.

2, Masa-pertjobaan ini mulal berlaku pada saat keputusan Hakim itu
mend jadi mutlal dan telah diberitghukan kepada jang dihukum dengan tjax
me nurut hukum/frehilangan kemerdekaannja,

3, Hukuman-rampas tidak dapat lagl diputuskan, bllamana mssa-pertjos=
baan telah herachir,ketjuall apablila jang dihukum sehelum masa pertjoba
itu berachir,dituntut karena dalam masa pertjobaan itu melalkukan perbua
jaag dapat dihukum dan tuntutan 1tu berachir dengan suwatu hukuman mutla

Dalam éma-buish keadaan demikian karena melakukan perbuatan itu,
dalam masa dua bulan sesudah hukumannja meadjadi mutlak, hukuman-rampas
uang=-djaminan magih dapat dilakukan,

Pasal 10,

1, Hukuman~denda jang didjatuhakan berdasarkan Undang=-undang
inl,demlkian pula uang-djamlnan, termaksud dslam pasal 8 Undang=-undang
ini,harus dipenuhl dalsn waktu jang ditetapkan oleh pegawal jang diserah
men&dalankan keputusan Hakim itu,

£ Masa pertjobasn ditwmda selamn masa
Jang ddhvicum nemput hulom
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Pasal 10.

2.Bilamana pembajaran tidak dipenuhi dalam waktu jang ditetap-

kan penagihan ganti kerugian atas kekajaan jang dihukum di-
ekukan dengan tjara Jeng sama dengan jang ditetapkan untuk

mend Jelankan hukuman membsjar engkes perkara.

3.Bilamana penagihan ganti keruglan djuga tidak mungkin, maka
hukuman édenda, dan uang-djesminan diganti dengan hukuman-kurue
ngan. Atas hukumezn kurangan pengganti itu berlaku pasal 30
ajet 3,4,5 dan 6 dan pasal 31 ajat 2 dan 3 dari kita® Undang-
undang Hukuman Pidana.

Pasal 11,

1. Bilamana suatu perbuatan jeng boleh dihukum berdasarkan Un-
dang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntuts
itu dilakukan dan hukuman didjatuhkan terhadap badan hukum itu
atau terhadap erang-erang termaksud dalam ajat 2 pasal ini, ats
terhadap kedua-duanja. '

2 Suatu perbuatan Jjang dapat dihukum berdasarkan Undang? ir
dilakukan oleh sus2tu badan hukum, djika dilakukan eleh seerang
atau lebil jang dapat dianggap bertindak masing? atau bersama?2
melakukan atas nsma badan hukum itu.

Paesal 12,

1. Bila mana satu tuntutan hukuman dilakuksn terhadap suatu
badan hukum, mzka baden hukum inl selama tuntutan, diwakili e-
leh seerang pengurus, jang djike perlu ditundjuk oleh Kedjok-
saan, . :

2 Surat?2 Pengadil=r J2ng bserhubungam dengan tuntutan ini,
diberitahukan dengan rasmi dikanter badsn hukum atau dirumah
FPengurus itu.

Pasal 13,

3. Menterl atau pegawal jang ditund juk elehnja, untuk menga

hindarkan tuntutan pengadilan terhadep semua perbuatan jang

beleh dihukum berdasarkan pasal 5 ajst 2 Undang2 ini, /A~
memper=2, Menteri atou pegawal jang ditundjuk elehnja, Jjang menga-
“al Alildakan perdalmman termaksud dalam ajat 1 pasal ini, memberitahu-
~0ufi= kan hal itu kepada Djaksa Agung atau kepada Pegawail jang ditun-

DEr= djuk elehnja sebagal erang jang berkuasa.

Pasal 14,

Barang siapa dengan sengadja menghindarkan kekajaan darl
penagihan penggantl kerugian atau pelsksaznaan hukuman atau tine
kan Jang dikenakan karena sesuatu perbuatan jang beleh dihukum
berdasarkan pesal 5 Undang-undarg ini, dihukum dengan hukuman
pendjara setinggi-tingginja dua tzhun, Perbuatean ini adalah ke-

djahatan.
Pasal 15.
1. Perbustan-perbuatan hukum bertentangan dengan pasal 1.
Undsrg-undzng inil, adalah batal.
2o Pembatzlen iri tidek mempunjiai akibat2 hukum terhadap

seorang jang tidak mengetahul tentang hukuman atau tindakan
itu, ketjuslil djika patut diduga, bahwa iz mengetahul akan hal
itu,

3. Terhadap suami, keluarga sedarah atau keluarga lantaran
perkawinan sampal dalam deradjat ketiga dari dasn erang-erang
jang bekerdja pada orang, kepada siapa hukuman atau tindakan
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lekukan dengan “tjera jong sama dengsn jang ditetapkan untuk
mend jelankan hukumean memba jar ongkas perkara,

3.Bilamana penagihan gantil kerugien djuga tidak mungkin, maka
hukuman denda, dan uang-agaminan digantil dengan hukuman-kuru=
ngan. Atas hukumezn kurangan pengganti itu berlaku pasal 30
ajat 3,4,5 dan 6 dan pasal 31 ajat 2 dan 3 dari kitabk Undang-
undang dukuman Pidana.

Pasal 11.

l. Bilamana sugtu perbuatan Jjeng bteleh dihukum berdasarkan Un-
dang-undang ini, dilaskukan eleh suatu badan hukum, maka tuntuta
itu dilakukan dan hukuman didjatuhkan terhadap badan hukum itu
atau terhadap erang-orang termaksud dalam ajat 2 pasal ini, ata
teruadap kedua-duanja.

e Suatu perbuatan Jjang dapat dihukum berdasarkan Undeng2 in
dilakukan cleh suatu badan hukum, djika dilakukan eleh seorang
atau lebil jang dapat dianggap bertindek masing?2 atau bersama2
melakukan atas nzma baden hukum itu.

Pasal 12,

1. Bila mana satu tuntutan hukuman dilakukan terhadap suatu
badan hukum, mz2ka badan hukum inl selama tuntutan, diwakili e-
leh seerzng pengurus, jazng djika perlu ditundjuk oleh Kedjok-
sSaan, :

2e Surat2 Pengadilsn jeng berhubungam dengan tuntutan ini,
diberitzahukan dengan rasmi dikanter badan hukum atau dirumah
Fengurus itue.

Pasal 13,
l. Menterl atau pegawal jang ditundjuk elehnja, untuk menge
hindarkan tuntutan pengadilan terhadep semua perbuatan Jang
beleh dihukum berdesarkan pasal § ajst 2 Undang2 ini, /-

1pe “-2 Menteri atsu pegawai jang ditundjuk elehnja, Jjang menga-

‘iakan perdadupan termaksud dalem ajat 1 pasal ini, memberitahu-
kan hal itu kepada Djaksa Agung atau kepada Pegavai Jang ditun-
djuk elehnja sebagai erang jang berkuasa,

Pasal 14.

Barang siapa dengan sengadja menghindarkan kekajaan dari
penaglhan penggantl keruglan atau pelaksanaan hukuman atau tind
kan jang dikenakan karena sesuatu perbuatan jang beleh dihukum
berdasarkan pesal 5 Undang-undeng ini, dihukum dengan hukuman
pendjara setinggi-tingginja dua tzhun. Perbuatesn inil adalah ke-
djahatan,

Pasal 15.
; 1A Perhuptan—perku?tan hukum besrterntangan dengan pasal 14
bnd"g-und_ﬁg ini, adzlah batal.
24 Pembatzlean ind +idak merpuniai akibat2 hukum terhadap

seprang Jjang tidak mengetahuil tentang hukuman atau tindakan
%tu, ket juali djika patut diduga, bahwa iz mengetahul akan hal
itu.

3. Terhadap suami, keluarga sedarah atsu keluarga lantaran
perkawinan sampal Jdalem deradjat ketiga dari don erang-erang
Jang bekerdja pada orang, kepada siapa hukuman atau tindakan
ftu didjatuhkan, dianggzp patut dapst menjangka adanja hukuman
atau tindaken itu, ketjugli kalau a2da bukti sebaliknja,

Pasal 16.
Pengusutan perbuatantjang beleh dihukum berdasarkan

Undang-undang ini djuga turut diwadjibkan kepada mereka Jang
telah ditundjuk untuk itu eleh Menteri,

Pasal 17.



Pasal 17.

Mereka jarg diwadjibkan mengusut perbuatan-perbuatan
jang beleh dihukum menurut Undang? ini senantiasa berhak:
a. mensita, demikian pula untuk pensitaan menurut penje-

rahan; dari semua harsng, Jjang perampsaszonnja dspat di-

perintahkan:

b. menun#b#diperlihatkan semua surat, Jjong perlu diperik-
gakhda untuk melakukan kewadJibannja dengan baik:

c., menu gsemua keterongesn jarg diperlukan untuk kepenti-
ngan pengawssan berang-barangs

4., mengambil tjentoh barang:

e. memasuki tempat? jang dianggap perlu dimasukhja untuk
melakukan kewadjibannja dengan baik, dalam hal mana me-
reka belsh disertal erang-orang jang ditund juk eleh mere
ka.

Pagal penutup;

Indang-undang ini disebut "Undang-undang Penimbunan
Barang-barang 1951".

Pasal IT.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundang-
kan., Agar supaja setisp erang dapat mengetahuinja, memerin-
tahkan pengundangan Undsang-undang ini dengan penempatan da-
lam Lembaran-Negara Bepublik Indenesia,

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 7 Djanuari 1953,
Fresiden Republik Indenesia
Seekarne.
Menters Perekenemian
Sumanang.
Menteri Kehokiman
Leekmen Wiriadinata.

Diundangkan
pada tanggal 10 Djanuari 1953,
Menteri Kehakiman
Leekman Wiriadinata,

Untuk salinan jang serupa
Kepale Expeditie,
o il
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